




A. Latar Belakang Masalah 
Dalam pandangan umum masyarakat Indonesia, ulama diartikan sebagai 
tokoh yang menjadi tuntunan dalam penerapan syariat Islam, agar adanya 
kesesuaian antara dalil syara’ dan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Keberadaan 
sosok ulama di Indonesia sudah ada seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, 
hingga saat ini ulama pun tetap memiliki peranan yang besar. Peranan ulama secara 
garis besar merupakan sosok yang bisa menjawab dan memecahkan setiap masalah 
sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat, selain itu ulama 
dikatakan pula sebagai penjaga moral dan bentengnya masyarakat.1 
Ulama bertanggung jawab menyelesaikan persoalan umat Islam.Ulama 
bersifat Independen(berdiri sendiri) dan moderat (tidak memihak), tanpa mengikuti 
aliran-aliran tertentu dalam membimbing umat (netral).Dalam memutuskan suatu 
hukum, mereka tidak memihak kepada salah satu aliran tertentu, melainkan 
berdasarkan kepada ijtihad dari Al-Qur’an dan sunah.Banyak sekali catatan sejarah 
yang merekontruksi peranan ulama dari masa ke masa yang bervariasi, namun dari 
semua tugasnya mereka memiliki misi utama sebagai penerus dakwah Nabi 
Muhamad SAW dalam menegakan syariat Islam.2 
                                                          
1MUI Pusat, Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011)., Hal. 4. 
2 Zulfahmi, Peran dan Tanggung Jawab Ulama, Diambil Dari Situs 
Http://Aceh.Tribunnews.Com/1012/03/30/ Peran-Dan-Tanggung-Jawab-Ulma Diunduh Pada 27 
Mei 2013 Pukul 09:42 WIB. 
 
 
Peranan ulama dalam catatan sejarah begitu banyak dari sebelum Indonesia 
merdeka hingga sesudah Indonesia merdeka, baik dalam hal politik, sosial, dan 
budaya. Dalam mewujudkan peranannya tersebut, ulama senantiasa menyesuaikan 
dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di masyarakat, seperti halnya pada saat 
masyarakat Indonesia berjuang untuk keluar dari belenggu Belanda, peranan ulama 
dalam hal politik untuk melawan Belanda bisa dilihat dari contoh perjuangan ulama 
yakni Imam Bonjol dan Pangeran Diponogoro.3 
Selain perannya dalam hal politik, di masa Pergerakan Nasional para ulama 
tetap menjalankan peran dan fungsinya dalam hal lain, seperti yang dilakukan oleh 
mereka dalam membentuk sebuah kesatuan yang menghimpun para ulama untuk 
membentuk majelis ulama. Sebagaimana yang dilakukan oleh H. Agus Salim ketika 
membentuk Majelis ulama pada 29 Januari 1928 dalam sebuah kongres partai 51 
Indonesia di Yogyakarta. Faktor utama berdirinya majelis ini nampak dari adanya 
perbedaan pendapat antara Kelompok Ahli Sunah Wal Jamaah dan Wahabi dalam 
hal khilafiah. Perbedaan lain muncul dari nama majelis ini yang tidak sama dengan 
majelis yang ada sekarang, sebab pada saat itu majelis ini belum dinamakan sebagai 
Majelis Ulama Indonesia, melainkan Majelis Ulama. Namun sayangnya organisasi 
ini tidak jelas kelanjutannya, akan tetapi majelis inilah yang menginspirasi 
berdirinya majelis ulama pada masa berikutnya.4 
Selanjutnya ketika Indonesia sudah merdeka posisi dan peranan ulama di 
Indonesia ternyata masih besar, ada beberapa ulama yang kemudian mengisi kursi 
                                                          
3Mansyur Surya Negara, Ahmad, Api Sejarah 1, (Bandung: Salamadani, 2008).,Hal. 156.  
4Mansyur Surya Negara, Ahmad, Api Sejarah 2, (Bandung: Salamadani, 2008).,Hal. 261. 
 
 
pemerintahan, salah satu contohnya adalah KH.Agus Salim sebagai Mentri Agama 
di awal Orde Lama.Namun keadaan tersebut ternyata tidak berlangsung lama, sebab 
pada masa itu pemerintah mulai melakukan penekanan, rekayasa negatif (yang 
tidak benar), marginalisasi dan menjadikan umat Islam yang mayoritas sebagai 
golongan Ekstrim (keras) dan sekelompok masyarakat yang membentuk gerakan 
bawah tanah.5 
Keadaan kemudian diperparah dengan keadaan perpolitikan Indonesia yang 
pada masa Orde Lama belum stabil meskipun sudah merdeka. Terdapat beberapa 
pemberontakan yang muncul dari dalam yang disebabkan karena adanya 
kekecewaan terhadap pemerintahan pada saat itu, salah satu contohnya adalah 
adanya gerakan DI/TII yang ada di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Jawa 
Barat, Jawa Tengah, dan di beberapa daerah lainnya. Berdasarkan wacana yang 
berkembang pada saat itu Gerakan DI/TII ini basisnya adalah ulama. Maka untuk 
mengahadapi hal tersebut, para ulama terutama di Jawa Barat kemudian kembali 
membentuk majelis ulama, nama dari majelis ini adalah Badan Musyawarah Alim 
Ulama (BMAU).6 
Badan musyawarah alim ulama ini didirikan tepat pada 18 Maret 1957 di 
Tasikmalaya.Alasan utama berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi oleh 
hubungan yang tidak baik antara kalangan ulama dan kalangan militer, ini semua 
bisa terjadi karena adanya isu bahwa para ulama menjadi basis utama gerakan DI/ 
                                                          
5 Anonymous, Membangkitkan Kembali Ulama Pemberani, (Jakarta: Majalah Sabili No: 
7 Th. XVII, Terbit Pada 29 Oktober 2009).,Hal. 31. 
6MUI Provinsi Jawa Barat,MUI  Dalam Dinamika Sejarah, (Bandung: MUI Provinsi  




TII di Jawa Barat. Untuk menghindari hal demikian maka sebuah kesepakatan 
kemudian terbentuk antara kedua belah pihak untuk mendirikan organisasi tersebut, 
maka dari sana bibit berdirinya majelis ulama selanjutnya diawali dari berdirinya 
BMAU ini.7 
BMAU yang menjadi wadah bagi ulama ternyata belum terlalu mengambil 
peran besar di kancah nasional, sebab badan ini cakupannya masih daerah. Untuk 
di tingkat nasional sendiri peran ulama dalam hal poltik semakin memburuk, 
terutama ketika memasuki masa Orde Baru, sebab keadaan umat Islam Indonesia 
sedang banyak menghadapi kemelut social yang kemudian bisa melemahkan 
kondisi umat Islam. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya aspek pokok 
permasalahan umat yakni karena adanya krisis identitas umat, karena melemahnya 
orientasi sosial ajaran Islam yang diawali oleh terjadinya krisis keberanian dan 
kepemimpinan dalam umat, dan pada waktu yang bersamaan peran ulama sendiri 
pada saat itu sudah dibatasi.8 
Pemarjinalisasian peran ulama belanjut hingga akhir era Orde Baru, yakni 
tahun 1970-an, pada saat itu umat Islam terutama ulama dipaksa melakukan 
kompromi dan bersikap mendukung terhadap sikap pemerintah.9Puncak kelemahan 
umat Islam terutama ulama yang memiliki peran penting semakin terasa pada 
tanggal 16 Agustus 1982, dengan ditetapkannya asas tunggal yang mengembalikan 
                                                          
7MUI Provinsi Jawa Barat,Ibid., Hal. 15. 
8 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,  
2010)., Hal. 197. 
9 Dhakidae, Daniel,  Cendikiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, (Jakarta: 
Gramedia, 2003)., Hal. 561. 
 
 
segala urusan Negara kepada Pancasila.10 Dari sana maka Islam pun akhirnya 
mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah yang kontradiksi.  
Untuk menghadapai hal demikian, maka para ulama pun kemudian mencari 
jalan keluar salah satunya adalah dengan mendirikan sebuah organisasi yang 
mewadahi para alim ulama, agar bisa tetap menjalankan peran dan fungsinya di 
masyarakat. Para alim ulama pada saat itu mendirikan Majelis Ulama Indonesia 
tingkat nasional, pada saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) didefinisikan 
sebagai sebuah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan 
cendikiawan Muslim Indonesia, untuk menyatukan gerak dan langka - langkah 
umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, dan dalam rangka 
membantu menyelesaikan permasalahan umat dalam mempraktikan hukum dan 
syariat Islam.11 
MUI pusat ini tepat berdiri pada tahun 1975 di Jakarta, organiasi ini berdiri 
oleh dua puluh enam orang ulama yang mewakili dua puluh enam Provinsi di 
Indonesia, sepuluh ulama pelopor pendiri organisasi yang berasal dari ormas-ormas 
Islam tingkat pusat seperti: Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, Syarikat Islam, Perti, 
Al-Washliyah, Matalaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, ditambah 
empat ulama yang berasal dari Dinas Rohani Islam TNI/ POLRI serta tiga belas 
tokoh/cendikiawan sebagai wakil perorangan.12 
                                                          
10Wardaya, Baskara T, Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto, (Yogyakarta: 
Galangkarya, 2008)., Hal. 135. 
11 MUI Jawa Barat, Profil MUI Jawa Barat Diambil Dari Situs Http: 
//Muijabar.Wordpress.Com/ Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15. 
12MUI Jawa Barat, Sejarah Singkat MUI Jawa Barat Diambil Dari Situs/ 
Http://Muijabar.Wordpress.Com/2012/06/04/ #More-15 Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15. 
 
 
Oraganisasi MUI ini memiliki berbagai cabang, mulai di daerah tingkat 
satu, tingkat dua, hingga ke tingkat kecamatan. Untuk di tingkat daerah satu yang 
pertama kali berdiri adalah MUI di Jawa Barat, tepat pada tanggal 11 Agustus 1958 
sekaligus sebagai basis berdirinya MUI pusat, kemudian disusul oleh beberapa kota 
maupun kabupaten yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Bandung.13 
 Berdirinya MUI Kota Bandung ini berdasarkan hasil wawancara dengan 
ketua umum MUI Kota Bandung, ternyata pada tahun 1970 MUI Kota Bandung 
sudah berdiri. Institusi keagamaan ini dibentuk dari perpecahan dari MUI Jawa 
Barat, karena pada awalnya institusi ini hanya ada satu-satunya di Jawa barat yakni 
MUI Jawa Barat, baru sejak tahun 1986 MUI Kota Bandung memisahkan diri, dan 
mendirikan MUI tingkat dua Kota Bandung. Perihal struktur organisasi Majelis 
Ulama sudah diatur berdasarkan Penetapan Penguasa Perang Daerah Swantantra I 
Jawa Barat. Lembaga yang berazaskan Islam ini bertujuan untuk ”Melaksanakan 
kerja sama dengan alat Negara republik Indonesia dalam bidang tugasnya yang 
sesuai dengan ajaran Islam”. 14 
 Maka dari penjelasan diatas, kehadiran MUI sebagai lembaga yang bisa 
menjembatani pendapat antara ulama dan umaro untuk mendukung kemajuan 
agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini dan mendatang.15Namun hal 
yang menarik dan masih menjadi kotroversi disini adalah keberadaan MUI sendiri 
yang kontradiktif dalam peralisasian programnya, sebab menurut Ahmad Mansyur 
                                                          
13 MUI Provinsi Jawa Barat, Op.Cit., Hal. 15. 
14 MUI Provinsi Jawa Barat, Ibid.,  Hal. 35. 
15MUI Pusat, Sejarah Singkat MUI Jawa Barat Diambil Dari Situs Http: // www. 
MUI.Or.Id/Index. Php?Option+Com_Content&View+Article&Iditemid+53 Diunduh Pada 8 April 
2013 Pukul 13.15. 
 
 
Surya Negara dalam bukunya ‘Api Sejarah 2’ menjabarkan bahwasanya, 
didirikannya MUI ternyata merupakan salah satu intrik politik dari pemerintah pada 
saat itu. Maka dengan adanya majelis ini, justru memperlihatkan fungsi para ulama 
yang mulai dibatasi dalam hal keagamaan saja dan tidak boleh atau jarang yang bisa 
terjun ke dunia politik, maka secara tidak langsung ulama tidak bisa terjun langsung 
ke kancah politik formal.16 
 Bila melihat visi dan misi dari MUI sendiri, organisasi ini di masa orde baru 
terlihat bersifat independent (tersendiri), sebab mereka tidak ikut campur dalam 
menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dari hal tersebut 
maka dapat diinterpretasikan organisasi ini dibatasi perannya, terutama dalam hal 
politik. Banyak opini yang berkembang dalam hal politik, ulama pun terkesan 
senantiasa melakukan kompromi dan bersikap mendukung terhadap sikap 
pemerintah, terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebab disini 
ulama tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam dunia tersebut.17Dari 
sisi inilah maka dapat diinterpretasikan, pemarjinalisasian kewenangan terasa 
semakin jelas saat organisasi ini menjalankan programnya. 
Dalam Majalah Sabili digambarkan sosok ulama sudah tidak bisa berperan 
aktif terutama dalam pemerintahan, ironisnya dikatakan bahwa ulama pada saat itu 
sudah “dininabobokan”.Bahkan Ormas Islam sudah berhasil “dijinakan” menjadi 
penyokong penguasa, partai Islam disebutkan sebagai pecundang, hingga ideologi 
pun ditinggalkan.Maka dari penjelasan di atas MUI sebagai lembaga yang 
                                                          
16MUI Jawa Barat, Sejarah Singkat MUI Jawa Barat Diambil Dari Situs 
Http://Muijabar.Wordpress.Com /2012/06/04/ Sejarah-Singkat-MUI-Jawa-Barat/#More-15 
Diunduh Pada 8 April 2013 Pukul 13.15. 
17 Dhakidae, Daniel,Op.Cit., Hal. 561. 
 
 
menghimpun ulama dari berbagai ormas Islam, bisa dikatakan sebagai lembaga 
yang memang sengaja dibentuk untuk memberikan petunjuk syariah dengan fatwa-
fatwanya (hanya untuk permasalahan agama saja).18 
Maka berdasarkan penjelasan di atas, kajian ini diarahkan untuk menulis 
perihal peran MUI Kota Bandung sendiri terhadap Pemerintahan Kota 
Bandungdalam merealisasikan program Bandung Agamis. Keterlibatan MUI Kota 
Bandung dalam program tersebut tergambar dalam perkembangan MUI sendiri 
terutama pada periode ke 7 tahun 2006-2011.Program Kota Bandung tersebut 
menarik banyak perhatian, karena dalam perealisasiannya melibatkan banyak pihak 
dan kontroversi. Pada penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian penulis 
adalah MUI Kota Bandung sebagai kajian sejarah institusi yang memiliki peran 
terhadap pemerintahan, dalam kasus ini adalah pemerintahan Kota Bandung. 
 Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah tahun 2008 tepat program 
tersebut dibentuk, namun pada pembahasan ini juga dikaji juga perkembangan MUI 
Kota Bandung yang dimulai dari awal berdirinya tahun 1970 sampai tahun 2011. 
Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini Pertama, karena belum ada yang 
mengangkat topik ini.Keduadipilihnya program Bandung Agamis menjadi trend 
tersendiri dalam mengatasi permasalahan social keagamaan di Kota Bandung pada 
tahun 2008Ketiga, MUIKota Bandungbanyak berperan serta dalam program 
Bandung Agamis tersebut, dengan mengeluarkan fatwanya atau banyak program 
yang medukung terwujudkan Bandung Kota Agamis. Keempatkarena ingin 
                                                          




mengetahui dan membuktikan perealisasian peran MUI Kota Bandung dalam 
mewujudkan program Bandung Agamis dengan pemerintah.Maka berdasarkan 
tolok ukur diatas, penulis akan mengangkat judul penelitian “Peranan MUIKota 
Bandung Dalam Mewujudkan Program Bandung Agamis Pada Tahun 2008”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk lebih terarahnya dalam 
penyusunan penelitian ini, maka diambil beberapa permasalahan, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana keadaan Kota Bandung pada saat berdirinya MUI Kota Bandung? 
2. Bagaimana latar belakang historis MUI Kota Bandung? 
3. Bagaimana perkembangan MUI Kota Bandung dari tahun 1970 sampai tahun 
2011? 
4. Seberapa besar peran MUI Kota Bandung dalam mewujudkan program 
pemerintah “Bandung Agamis”? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ini berdasarkan perumusan 
masalah diatas berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka 
tujuan dari penelitian penulis adalah: 
1. Untuk mengetahui keadaan Kota Bandung pada saat berdirinya MUI Kota 
Bandung; 
2. Untuk mengetahui latar belakang historis MUI Kota Bandung; 
 
 
3. Untuk mengetahui perkembangan MUI Kota Bandung dari tahun 1970 sampai 
tahun 2011; 
4. Untuk mengetahui seberapa besar peran MUI Kota Bandung dalam 
mewujudkan program pemerintah “Bandung Agamis” pada tahun 2008. 
 
D. Kajian Pustaka 
Sebelum penelitian ini dilakukan ada beberapa penelitian yang sudah pernah 
diteliti, kajian pada penelitian ini sama temanya yakni mengenai MUI, namun untuk 
topik yang memfokuskan terhadap perkembangan institusi MUI-nya sendiri belum 
ada yang membahas. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang masalah, 
beberapa Penelitian yang bertemakan MUI dan sudah dilakukan diantaranya: 
1. Penelitian yang pertama berjudul “Peranan K.H. Moch. Sujai Dalam Merintis 
Berdirinya MUI Jawa Barat Pada Tahun 1958-1971” yang diteliti oleh Asep 
Budiansyah pada tahun 2001. Pada penelitian ini peneliti hanya menjelaskan 
tentang peranan tokoh terkait dalam merintis berdirinya MUI Jawa Barat. 
Biografi dan beberapa pemikirannya dalam merintis MUI Jawa Barat juga 
dijelaskan. Jadi penelitian ini lebih memfokuskan kepada tokohnya bukan ke 
institusinya saja.  
2. Penelitian yang kedua berjudul “MUI dan PPP Responnya Terhadap Aliran 
Kepercayaan 1973-1978” yang diteliti oleh Eka Hendra Jatnika pada tahun 
2004.  Penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana MUI menyikapi adanya 
aliran kepercayaan tersebut. Untuk kemudian melahirkan sebuah fatwa tentang 
hukum keberadaan dan mengikuiti aliran tersebut. Penelitian ini fokus 
 
 
kajiannya tidak hanya MUI melainkan dengan PPP. Batasan wilayah penelitian 
ini juga merupakan penelitian MUI pusat di Jakarta bukan dibatasi oleh wilayah 
kota atau kabupaten. 
3. Penelitian ketiga berjudul “Studi Historis Fatwa MUI Tentang Perayaan Natal 
Bersama Pada Tahun 1981” yang diteliti oleh Irfan Sanusi pada tahun 2006. 
Penelitian ini hampir sama dengan penelitian pertama perihal fatwa MUI 
sebagai penggambaran sikap MUI dalam menilai perayaan natal bersama pada 
tahun 1981, bukan peran institusi yang terekam dalam perkembangan dari 
institusinya sendiri. 
4. Penelitian keempat berjudul “Peranan KH. Totoh Abd. Fatah Dalam 
Mengembangkan MUI Jawa Barat Pada Tahun 1995-2003” yang diteliti oleh 
Siti Nurhayati pada tahun 2009. Penelitian ini sama dengan penelitian 
sebelumnya memfokuskan kepada peranan seorang tokoh dalam 
mengembangkan organisasi MUI Jawa Barat. 
Kedudukan dari penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya, 
karena penelitian ini fokusnya adalah peranan dari institusinya (peranan kolektif) 
yang terekam dalam perkembangan sebuah institusidari periode ke periode, 
sedangkan berdasarkan penjelasan diatas penelitian-penelitian sebelumnya hanya 
membahas mengenai tokoh dan fatwa dari MUI saja. Objek penelitian sebelumnya 
juga berbeda dengan objek penelitian penulis sekarang, sebab penelitian tersebut  
memfokuskan kepada MUI Jawa Barat dan MUI Pusat di Jakarta, dan untuk 
penelitian ini penulis memilih objek penelitiannya adalah MUI Kota Bandung yang 
ada di wilayah administratif Kota Bandung. 
 
 
E. Langkah-Langkah Penelitian 
Untuk menyusun penelitian ini maka penulis menggunakan metode 
penelitian sejarah, yakni dengan melakukan empat langkah metode penelitian 
sejarah, Pertama, Pengumpulan Sumber (heuristik) yang dilakukan dengan 
menyusuri arsip-arsip yang terkait dengan perkembangan MUI Kota Bandung dan 
beberapa studi pustaka. Kedua, kritikdengan melakukan kritik internal agar bisa 
diketahui kekredibilitasannya dan kritik eksternal, agar bisa diketahui 
keotentisitasannya.Ketiga, interpretasi yang merupakan proses penafsiran dan 
analisis dari fakta-fakta yang telah didapatkan dan telah diuji keotentisitasannya, 
Keempat, historiografi yaitu penulisan fakta-fakta sejarah yang telah 
diinterpretasikan untuk kemudian mengahasilkan tulisan sejarah.19 
Adapun langkah-langkah tersebut yaitu: 
1. Heuristik  
 Langkah awal dari penelitian sejarah adalah heuristik yakni kegiatan 
menemukan dan menghimpun sumber informasi dan data dari sumber-sumber yang 
terkait dan dianggap relevan sebagi sumber data.Menurut G.J Renier heuristik 
diartikan sebagai suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan merinci 
bibliografi, mengklasifikasikan dan merawat catatan-catatan.20 
Berdasarkan asal-usulnya sumber itu dibagi menjadi dua, diantaranya 
adalah: 
                                                          
19Kosim, E,Metode Sejarah Asas Dan Proses, (Bandung: UNPAD,1984)., Hal. 36-39. 
20Abdurrahman,Dudung, Metodologi Penelitian Sejarah, (Jakarta: Logos,1999)., hlm.55. 
 
 
a. Sumber Primer yakni sumber yang berasal dari tangan pertama atau dari pelaku 
sejarah atau saksi dari peristiwa sejarah. 
b. Sumber Sekunder yakni sumber yang sudah dianalisis (diolah) oleh orang 
sebelumnya.21 
Untuk penyusunan penelitian ini sejumlah sumber penulis pakai sebagai 
bahan rujukan, yang diperoleh dari berbagai tempat diantaranya adalah dari Kantor 
MUI Jawa Barat di Jalan R.E Martadinata No. 105 Bandung, dan dari Kantor MUI 
Kota Bandung di Jalan Terminal Sadang Serang No.13 Kota Bandung, berupa 
sumber dokumen ataupun arsip. Sumber pendukung sekaligus sumber primer untuk 
menggambarkan bagaiamana keadaan Kota Bandung tahun 1970 baik secara 
geografis, demografis dan keadaaan masyarakatnya penulis dapatkan dari Kantor 
Pemerintahan Kota Bandung Di Jalan Wastukancana No.4 Bandung, Badan Pusat 
Statistik Jawa Barat di Jalan P.H.H Musthofa No. 134 Bandung, dan Kementrian 
Agama Kota Bandung di Jalan Soekarno Hata No.165 Bandung.  
Untuk sumber berbentuk buku dan majalah penulis memperolehnya dari 
Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya No 28 A Jakarta, Perpustakaan 
Daerah Jawa Barat di Jalan Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta Bandung, 
Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Fakultas Adab Dan 
Humaniora, dan beberapa Perpustakaan Pribadi di Bandung seperti Perpustakaan 
Rumah Baca Bunda Eva dan Perpustakaan Batu Api. Sedangkan untuk sumber 
media berupa Koran dan majalah, penulis mendapatkannya di Redaksi Pikiran 
Rakyat yang ada di Jalan Soekarno Hata No.431 Bandung. 
                                                          
21 Kuntowijoyo,  Pengantar Ilmu Sejarah,(Yogyakarta: Bentang,2005)., Hal. 95-98. 
 
 
Dari pengklasifikasian sumber-sumber tertulis yang berupa dokumen dan 
buku yang didapatkan dapat dikategorikan dan disimpulkan sebagai berikut: 
a. Sumber Arsip Atau Dokumen 
1) Arsip BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Barat tahun 1984 berjudulCatalog Ps. 
14033273: Kota Bandung Dalam Angka 1983; 
2) Arsip BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Barat tahun 2001 berjudul Catalog Ps. 
14033273: Kota Bandung Dalam Angka 2001; 
3) Arsip BPS (Badan Pusat Statistik) Pusat tahun 1980 berjudul Indonesia Dalam 
Angka 1970; 
4) Arsip Departemen Agama Kota Bandung tahun 2008 berjudul Hasil Penelitian 
Keagamaan 1969/ 1970Dep. Agama; 
5) Arsip Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Kelembagaan Agama Islam Bagian Data Dan Informasi Pendidikan tahun 
2008 berjudul Formulir Pendataan Masjid Tahun 2002-2008; 
6) Arsip Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal 
Kelembagaan Agama Islam Bagian Data Dan Informasi Pendidikan tahun 
2012, berjudulElekteonik Data Management Information System (EMIS) 
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dan Madrasah 
Aliyah (MA) Tahun 2010/2011, Jawa Barat: Kantor Kementerian Agama Kota 
Bandung; 
7) Arsip Kantor Badan Meteorology Dan Geofisika Stasiun Bandung tahun 1980, 
berjudul Laporan Iklim Dan Cuaca Kota Bandung Tahun 1970, Bandung: 
Kantor Badan Meteorologi Dan Geofisika Stasiun Bandung; 
 
 
8) Arsip Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tahun 1990, berjudul Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus MUI Kotamadya DT II Bandung Periode 
Masa Bakti 1986-1990; 
9) Arsip Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tahun 1996, berjudul Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus MUI Kotamadya DT II Bandung Periode 
Masa Bakti 1991-1996; 
10) Arsip Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tahun 2001, berjudul Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus MUI Kotamadya DT II Bandung Periode 
Masa Bakti 1996-2001; 
11) Arsip Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tahun 2006, berjudul Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus MUI Kotamadya DT II Bandung Periode 
Masa Bakti 2001-2006; 
12) Arsip Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tahun 2011, berjudul Laporan 
Pertanggungjawaban Pengurus MUI Kotamadya DT II Bandung Periode 
Masa Bakti 2006-2011; 
13) Arsip Majelis Ulama Indonesia pusat pada tahun 2005, berjudul Muqadimah, 
Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga Dan Pedoman Penetapan Fatwa;  
14) Arsip Majelis Ulama Indonesia pusat pada tahun 1986, berjudul Muqadimah, 
Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga Dan Pedoman Penetapan Fatwa. 
b. Sumber Buku  
1) Buku sejarah MUI Jawa Barat yang diterbitkan oleh MUI Jawa Barat pada 
tahun 2007, yang berjudul MUI Dalam Dinamika Sejarah; 
 
 
2) Buku Merentas Jalan Dakwah Benang Merah Gerakan Ormas Islamyang 
diterbitkan oleh MUI Kota Bandung karya Prof. Asep Saepul Muhtadi, M.A 
dkk pada tahun 2012;  
3) Ensikopledia Islam yang membahas MUI; 
4) Buku Dudung Abdurrahman pada tahun 1999, yang berjudul Metodologi 
Penelitian Sejarah; 
5)  Buku Ahamad Masnsyur Surya Negara pada tahun 2008, yang berjudul Api 
Sejarah 1 dan Api Sejarah 2; 
6) Buku Baskara T. Wardaya pada tahun 2008,yang berjudulMenguak Misteri 
Kekuasaaan Soeharto; 
7) Buku Daniel Dhakidae pada tahun 2003, yang berjudul Cendikiawan dan 
Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru; 
8) Buku E. Kosimpada tahun 1984, yang berjudul Metode Sejarah Asas Dan 
Proses; 
9) Buku Howard M. Federspiel pada tahun 1996, yang berjudul Persatuan Islam 
Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX; 
10) Buku Kuntowijoyo pada tahun 2003, yang berjudul Metodologi Penelitian 
Sejarah; 
11) Buku Kuntowijoyo pada tahun 2005, yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah; 
12) Buku Denys Lombardpada tahun 2008, yang berjudul Nusa Jawa Silang 
Budaya; 
13) Buku M. Amien Rais.Ed pada tahun 1986, yang berjudul Islam DiIndonesia 
Suatu Ikhtiar Mengaca Diri;  
 
 
14) Buku M.C. Ricklefs pada tahun 2010, yang berjudul Sejarah Indonesia 
Modern 1200-1800;  
15) Buku MUI Pusat pada tahun 2011, yang berjudul Himpunan Fatwa MUI Sejak 
Tahun 1975; 
16) Buku dari Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 1993, yang berjudul 
Bandung Selayang Pandang, Bandung: Pemeritahan Kota Bandung, 1993; 
17) Buku dari Rafael V. L., Mrázek R pada tahun 1990, yang berjudulFigures of 
criminality in Indonesia, the Philippines, and colonial Vietnam; 
18) Buku dari Sudarsono Dkk pada tahun 2006, yang berjudul Bandung Kilas 
Peristiwa Di Mata Pilateis Sebuah Wisata Sejarah; 
19) Buku dari Baskara T pada tahun 2008, yang berjudul Menguak Misteri 
Kekuasaan Soeharto, Yogyakarta: Galangkarya. 
 
c. Sumber Media 
1) Anonimous, 2009, Membangkitkan Kembali Ulama Pemberani, Majalah 
Sabili, edsi No.7 Th. XVII, Pada 29 Oktober 2009, hlm 31; 
2) Redaktur Pikiran Rakyat, 2007. Pengajian remaja Islam Al-Ikhlas , Koran 
Harian Pikiran Rakyat, pada Jumat, 25 Mei 2007., hal 4; 
3) Redactur Pikiran Rakyat, 2006. Musda MUI Kota Bandung, Koran Harian 
Pikiran Rakyat,pada Sabtu, 16 Maret 2006., hal 24; 
4) Aep Sahri, 2006, MUI Bandung Maju Satu Langkah, Koran Harian Pikiran 
Rakyat, pada 25 Maret 2006., hal 25; 
 
 
5) Redaktur,  Dunia Menuju Era Modern, Harian Pikiran rakyat yang terbit pada 
Rabu,28 Februari 1991; 
6) Tony Ishak. Kiprah Baitul Maal MUI, Harian Pikiran Rakyat yang terbit pada  
Jum’at, 02September 2003; 
7) Tony Ishak. Diklat DKM- Khatib MUI Bandung , Harian Pikiran Rakyat yang 
terbit pada  Jum’at, 11Juni 2003; 
8) Redaktur. Ahmadiyah Di Astana Anyar Kota Bandung, Harian Pikiran Rakyat 
yang terbit pada senin 24 Agustus 2009. 
 
d. Sumber Lisan 
Selain sumber tertulis yang berupa dokumen dan buku yang di dapat untuk 
bahan penulisan skripsi, didapatkan pula sumber lisan atau wawancara. Adapun 
wawancara tersebut berasal dari: 
1) Prof. Dr. Miftah Faridz, laki-laki, 65 tahun, Ketua MUI Kota Bandung selama 
lima periode (sebagai sumber primer), Bandung: Kantor Umrah Dan Haji 
Safari Suci, 27 Mei 2013; 
2) Prof. Dr. Salim Umar, laki-laki, 77 tahun sebagai ketua fatwa MUI Jawa Barat 
(sebagai sumber sekunder), Bandung: Kantor MUI Jawa Barat, 27 April 2013; 
3) Prof. Dr. Sukriadi Sambas,M.A, laki-laki, 54 tahun sebagai ketua Bidang 
Dakwah Dan Syiar Islam MUI  Kota Bandung selama dua periode (sebagai 
sumber primer), Bandung: LPM UIN Sunan Gunung Djati, 1 Mei 2013; 
 
 
4) Drs. Kasmun, M.Ag, laki-laki, 50 tahun sebagai sekertaris umum MUI Kota 
Bandung dari tahun 1982-2011, (sebagai sumber primer), Bandung: Kantor 
Sekertariat MUI Kota Bandung, 12 Februari 2014;  
5) Drs. H. Momon, laki-laki, 51 tahun sebagai Staff Sekertariat MUI Jawa Barat 
pada tahun 1975, (sebagai sumber sekunder),Kantor MUI Jawa Barat, 10 
Februari 2014;  
6) Astman farhan, laki-laki, 34 tahun sebagai staff Kesejahteraan Keagamaan di 
Kantor Balai Kota Bandung, (sebagai sumber sekunder), Kantor WaliKota 
Bandung , 27 Januari 2014. 
Sumber selanjutnya yang penulis dapatkan adalah sumber dari web resmi 
yang dibuat oleh pemerintahan Kota Bandung melalui dinas komunikasi dan 
informasi Kota Bandung yang memuat beragam artikel dan kebijakan-kebijakan 
yang dikeluarkan oleh MUI Kota Bandung, juga beberapa artikel terkait program 
Bandung Agamis yang diterbitkan di Koran online. Sumberterakhir yang digunakan 
adalah sumber visual berupa foto-foto mengenai kegiatan MUI Kota Bandung 
dengan masyarakat maupun dengan umaro, khususnya Pemerintahan Kota 
Bandung.Foto-foto tersebut penulis dapatkan dari Kantor Wali Kota Bandung dan 
Kantor MUI Kota Bandung. 
 Dari beberapa pengklasifikasian jenis sumber yang telah ditemukan, penulis 
kemudian mengklasifikasikannya kembali berdasarkan asal-usul sumber.Sumber-
sumber itu ada yang dikategorikan sumber primer dan sumber sekunder. 
a. Sumber Primer  
 Yang dikategorikan sebagai sumber primer diantaranya: 
 
 
1) Piagam Pengahargaan berdirinya bangunan MUI Kota Bandung; 
2) AD/ART MUI Kota Bandung; 
3) Surat Keputusan Pengurus dari periode tahun 1986-1991 sampai tahun   2011; 
4) Laporan kegiatan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung  setiap  periode 
kepengurusan; 
5) Laporan MUSDA  setiap periode kepengurusan; 
6) Kumpulan Fatwa MUI Kota Bandung sebagai produk dari institusi MUI Kota 
Bandung; 
7) Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Miftah Faridz, laki-laki, 65 tahun, Ketua 
MUI Kota Bandung selama lima periode 1986-2011 (sebagai sumber primer), 
Bandung: Kantor Umrah Dan Haji Safari Suci, 27 Mei 2013; 
8) Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Sukriadi Sambas,M.A, laki-laki, 54 tahun 
sebagai ketua Bidang Dakwah Dan Syiar Islam MUI  Kota Bandung selama dua 
periode (sebagai sumber primer), Bandung: LPM UIN Sunan Gunung Djati, 1 
Mei 2013; 
9) Wawancara dengan Bapak Kasmun selaku sekertaris MUI Kota Bandung dari 
tahun 1980 hingga 2011; 
10) Redaktur Pikiran Rakyat, 2007. Pengajian rmaja Islam Al-Ikhlas, Koran Harian 
Pikiran Rakyat, pada Jumat, 25 Mei 2007., hal 4; 
11) Redaktur Pikiran Rakyat, 2006. Musda MUI Kota Bandung, Koran Harian 
Pikiran Rakyat, pada Sabtu, 16 Maret 2006., hal 24; 
12) Buku Aep Sahri pada tahun 2006, berjudul MUI Bandung Maju Satu Langkah, 
Koran Harian Pikiran Rakyat, pada 25 Maret 2006., hal 25; 
 
 
13) Web resmi pemerintahan Kota Bandung pada situs www.Bandung.go.id 
14) Foto-foto kegiatan MUIKota Bandung dengan masyarakat dan umaro khusunya 
pemerintahan Kota Bandung. 
 
b. Sumber Sekunder 
 Yang dikategorikan sebagai sumber sekunder diantaranya: 
1) Ensikopledia Islam yang membahas MUI; 
2) Buku sejarah MUI Jawa Barat yang diterbitkan oleh MUI Jawa Barat pada 
tahun 2007, yang berjudul MUI Dalam Dinamika Sejarah; 
3) Buku Merentas Jalan Dakwah Benang Merah Gerakan Ormas Islamyang 
diterbitkan oleh MUI Kota Bandung karya Prof. Asep Saepul Muhtadi, M.A 
dkk pada tahun 2012;  
4) Buku Dudung Abdurrahman pada tahun 1999, yang berjudul Metodologi 
Penelitian Sejarah; 
5) Buku Ahamad Masnsyur Surya Negara pada tahun 2008, yang berjudul Api 
Sejarah 1 dan   Api Sejarah 2; 
6) Buku Baskara T. Wardaya pada tahun 2008, yang berjudul Menguak Misteri 
Kekuasaaan Soeharto;  
7) Buku Daniel Dhakidae pada tahun 2003, yang berjudul Cendikiawan dan 
Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru; 




9) Buku Howard M. Federspiel pada tahun 1996, yang berjudul Persatuan Islam 
Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX; 
10) Buku Kuntowijoyo pada tahun 2003, yang berjudul Metodologi Penelitian 
Sejarah; 
11) Buku Kuntowijoyo pada tahun 2005, yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah; 
12) Buku Denys Lombard pada tahun 2008, yang berjudul Nusa Jawa Silang 
Budaya; 
13) Buku M. Amien Rais.Ed pada tahun 1986, yang berjudul Islam Diindonesia 
Suatu Ikhtiar Mengaca Diri;  
14) Buku M.C. Ricklefs pada tahun 2010, yang berjudul Sejarah Indonesia Modern 
1200-1800;  
15) Buku MUI Pusat pada tahun 2011, yang berjudul Himpunan Fatwa MUI Sejak 
Tahun 1975; 
16) Buku dari Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 1993, yang berjudul 
Bandung Selayang Pandang, Bandung: Pemeritahan Kota Bandung, 1993; 
17) Buku dari Rafael V. L., Mrázek R pada tahun 1990, yang berjudul Figures of 
criminality in Indonesia, the Philippines, and colonial Vietnam; 
18) Buku dari Sudarsono Dkk pada tahun 2006, yang berjudul Bandung Kilas 
Peristiwa Di Mata Pilateis Sebuah Wisata Sejarah; 
19) Buku dari Baskara T pada tahun 2008, yang berjudul Menguak Misteri 
Kekuasaan Soeharto, Yogyakarta: Galangkarya. 
20) Anonimous, 2009, Membangkitkan Kembali Ulama Pemberani, Majalah Sabili, 
edsi No.7 Th. XVII, Pada 29 Oktober 2009, hlm 31; 
 
 
21) Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Salim Umar, laki-laki, 68 tahun 
sebagai ketua fatwa MUI Jawa Barat (sebagai sumber sekunder), Bandung: 
Kantor MUI Jawa Barat, 27 April 2013; 
22) Drs. H. Momon, laki-laki, 51 tahun sebagai staff sekertariat MUI Jawa Barat 
pada tahun 1975, (sebagai sumber sekunder), Kantor MUI Jawa Barat, 10 
Februari 2014;  
23) Astman farhan, laki-laki, 34 tahun sebagai staff kesejahteraan Keagamaan di 
Kantor Balai Kota Bandung, (sebagai sumber sekunder), Kantor WaliKota 
Bandung, 27 Januari 2014. 
 
2. Kritik 
Setelah sejumlah sumber baik yang berbentuk tulisan maupun lisan 
diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengkritik sumber yang ada.Hal ini 
dilakukan agar penulis bisa mendapatkan fakta yang otentik yang berhubungan 
dengan objek penelitian, sehingga selanjutnya dilakukan upaya penyeleksian dalam 
rangka melakukan kritik internal pada setiap sumber.Kritik ini dilakukan agar 
diperoleh data yang otentik dan kredibilitas dari isi yang menyangkut kompetensi 
dan kejujuran dari saksi sejarah.Dengan kritik ini juga penulis bisa menghindari 
dari data yang tidak relevan, bukan hasil manipulasi dan data yang palsu.22 
Pengujian yang dilakukan ini sangat penting dalam pengklasifikasian mana 
sumber yang primer dan mana sumber yang sekunder.Untuk itu dari sumber yang 
didapat baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan, maka dapat diklasifikasikan 
                                                          
22Dudung Abdurrahman, Op.Cit.,  Hal.58. 
 
 
mana saja yang dikatakan sumber primer maupun sumber sekunder. Tahapan kritik 
ini dibagi menjadi dua macam diantaranyakrtik ekstern dan kritik intern, untuk 
penjelasannya diantaranya: 
a. Kritik Ekstern 
 Untuk kritik ekstern ini yang diteliti adalah sisi luar atau kondisi fisik dari 
sumber yang dipakai. Untuk sumber dokumen yang berisi surat keputusan 
kepengurusan, laporan kegiatan, laporan rapat kerja, beberapa fatwa dan piagam 
berdirinya bangunan MUI Kota Bandung, untuk tulisan yang dipakai di dalamnya 
itu mememang sesuai dengan zaman pada saat tulisan itu dibuat, seperti Surat 
keputusan tahun 1986 yang masih diketik oleh Mesin Tik, kertas yang dipakai pun 
bukan kertas yang sekarang ada. Untuk Surat keputusan di periode selanjutnya 
mengalami perubahan, Surat itu mulai diketik dengan komputer, meski masih 
terbatas. 
 Dalam hal penulisan fatwa yang dicantumkan pada laporan kegiatan 
kepengurusan pun setiap tahun mengalami perubahan, di tahun 1986 hingga 1991 
untuk aksara arabnya masih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Untuk 
Surat Keputusan di periode selanjutnya mengalami perubahan, surat itu mulai 
diketik dengan komputer, meski masih terbatas. 
 Bila dilihat dari cara melampirkan setiap draft laporan kegiatan setiap 
kepengurusannya pun mengalami perubahan. Berdasarkan sumber yang penulis 
peroleh pada tahun 1986 laporan kegiatan itu masih ditulis dengan model penulisan 
yang sederhana, namun untuk periode selanjutnya model laporannya sudah lebih 
bervariasi, dan di akhir tahun 2011 laporannya sudah mulai dicover dengan format 
 
 
buku.Yang perlu dikritisi selanjutnya adalah tidak dicantumkannya tandatangan 
dan cap yang jelas di beberapa surat keputusan kepengurusan, sedangkan untuk 
Surat keputusan lainnya ada yang mencantumkan dengan jelas dan cap dari MUI 
Kota Bandung pun terdapat diatas tandatangan. 
Selain sumber dokumen, penulis juga menemukan piagam penghargaan 
yang ditempel di tembok banguan Kantor Sekretariat MUI Kota Bandung. Dalam 
piagam penghargaan itu ditulis dengan jelas tanggal peresmian digunakannya 
gedung Kantor Sekretariat MUI Kota Bandung di Jalan Terminal Sadang Serang 
No.13 Kota Bandung, peresmian itu pun langsung ditandatangani oleh WaliKota 
Bandung yang menjabat pada masa diresmikannya kantor sekertariat MUI Kota 
Bandung, sumber tersebut dikatakan jelas keotentikannya, maka bisa dipakai 
sebagai sumber primer. 
b. Kritik Intern   
 Dari sekian data yang masuk penulis pun melakukan kritik intern untuk 
menentukan ke kredibilitasan sebuah sumber. Bila dilihat dari asal-usul sumber, 
sumber-sumber berupa arsip dan dokumen tentu tidak dapat diragukan lagi sebab 
sumber ini langsung diperoleh dari Kantor MUI Kota Bandung, namun dari segi 
kerelevansian sumber dengan topik penelitian tentu harus lebih diteliti 
kembali.Maka dari semua sumber yang ada baik yang berbentuk buku, arsip, surat 
kabar, dan  majalah yang dapat diteliti untuk dijadikan sumber hanya ada sekitar 
75%, sebab yang lainnya tidak terlalu logis karena ada beberapa kekurangan. 
 Dalam penelitiaan ini penulis menemukan beberapa sumber tertulis yang 
langsung dari MUI, yang menjelaskan bagaimana MUI sendiri dari sudut padang 
 
 
MUI. Sedangkan mengenai pembanding yang kontra dengan teori ataupun 
pendapat dari luar mengenai MUI sendri, penulis belum dapat menemukannya, 
hanya beberapa artikel yang ada di majalah, namun itu tidak menjelaskan MUI 
secara utuh hanya gambaran umum keadaan ulama dalam konteks kekinian. 
 Data primer berupa dokumen dari MUI Kota Bandung yang diperoleh 
belum dilengkapi secara utuh, sebab dari sepuluh periode yang akan menjadi objek 
penelitian yang hanya tersedia lima surat keputusan, Laporan kegiatan Majelis 
Ulama Indonesia Kota Bandung setiap periode kepengurusan dan Laporan 
MUSDA, hanya empat periode saja, enam periode belum lengkap sebab baru 
ditemukan laporan Musdanya saja. Untuk SK berdirinya secara resmi belum penulis 
dapatkan, hanya dari keterangan dari Laporan kegiatan Majelis Ulama Indonesia 
Kota Bandung pada tahun 1986 saja dan dari wawancara dengan ketua umum. 
Selanjutnya untuk sumber sekunder yang penulis temukan buku sejarah berdirinya 
MUI Jawa Barat, yang dibuat oleh MUI Jawa Barat sendiri.Untuk kemudian sumber 
tersebut dijadikan referensi mengenai keadaan MUI Jawa Barat sebelum MUI Kota 
Bandung berdiri. 
 Untuk sumber yang berupa wawancara bisa dibuktikan kekredibilitasannya, 
sebab narasumber yang diwawancarai adalah saksi-saksi sejarah yang terlibat 
dalam perkembangan MUI Kota Bandung. Salah satunya Bapak Prof. Dr. Miftah 
Faridz (65 tahun) sebagai Ketua Umum MUI Kota Bandung selama lima periode 
1986-2011, beliau merupakan saksi sejarah perkembangan MUI Kota Bandung 
tahun 1970-2011, sekaligus ketua MUI Kota Bandung periode 2006-2011 
bertepatan dengan pelaksanaan program Bandung Agamis pada athun 2008. 
 
 
 Selanjutnya wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Sukriadi Sambas,M.A, (54 
tahun) sebagai ketua Bidang Dakwah Dan Syiar Islam MUI  Kota Bandung selama 
dua periode (2001-2006 dan 2006-2011). Beliau bisa menjadi saksi sejarah 
perkembangan MUI Kota Bandungantara tahun 1970-2011, meskipun beliau hanya 
mengatahui perkembangannya hanya tiga periode terakhir, termasuk pelaksanaan 
program Bandung Agamis.Wawancara dengan bapak MH. Salim Umar selaku 
ketua bidang fatwa MUI Jawa Barat, sekaligus penasehat MUI Kota Bandung.Yang 
terakhir adalah wawancara dengan Bapak Kasmun selaku sekertaris MUI Kota 
Bandung dari tahun 1980 hingga 2011. 
3. Interpretasi 
 Untuk mendapatkan makna dari sumber-sumber yang sudah diperoleh, 
maka perlu dilakukan interpretasi sebagai sebuah proses pemaknaan fakta. Dengan 
melewati tahapan interpretasi kita bisa merekontruksi sebuah peristiwa menjadi 
sebuah kesatuan yang utuh, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dalam 
tahapan selanjutnya. 
Dalam menginterpretasikan sebuah data dari sebuah penelitian selain 
diperlukan pendekatan dari ilmu bantu, yang terpenting adalah pendalaman 
pemahaman dari objek kajian yang diteliti. Begitupun dalam penelitian ini, sebelum 
merekontruksi peranan MUI Kota Bandung dalam mewujudkan program Bandung 
Agamis, hal yang perlu diketahui adalah pemahaman dari kelembagaan MUI 
sendiri dengan mengetahui kedudukan, asas, sifat, usaha, susunan organisasi dan 
pengurus, hubungan kerja, fungsi dan tujuan, pemahaman mengenai program 
Bandung Agamis. Semua pemahaman tersebut tercatat dalam pedoman dasar dan 
 
 
pedoman rumah tangga yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia yang akan dijadikan standar dalam menganalisis perkembangan 
MUI Kota Bandung dan dalam situs resmi pemerintah Kota Bandung. 
Sebagaimana tertera dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga dari 
MUI yang menjelaskan bahwa MUI yang berasaskan Islam, bergerak dalam bidang 
keagamaan, kemasyarakatan, dan bersifat independen.Fungsi dari organisasi ini 
diantaranya sebagai mitra masyarakat dan pemerintah untuk menjembatani 
keduanya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan menyampaikan aspirasi 
atau sebaliknya menjelaskan dan berpartisipasi dalam mensosialisasikan kebijakan 
pemerintah kepada masyarakat luas.MUI sebagai lembaga fatwa, terutama fatwa 
untuk menyelesaikan permasalahan khilafiah. MUI juga dikenal sebagai wadah 
silaturahmi seluruh ulama dalam menegakan ukhwah Islamiyah, dan yang 
terpenting adalah MUI merupakan lembaga yang menuntun umat dalam 
mewujudkan kehidupan beragama, serta lembaga konsultasi permasalahan 
keagamaan, sehingga tidak jarang MUI juga dijadikan sebagai perwakilan dari umat 
Islam dalam menyelesaikan permasalahan antar umat beragama. Dengan keenam 
fungsinya tersebut maka dalam penelitian ini kita bisa melihat sejauhmana fungsi 
yang dimiliki oleh MUI Kota Bandung diterapkan dalam pelaksanaan program 
Bandung Agamis.23 
Maka untuk menginterpretasikan data yang diperoleh penulis harus bisa 
menganalisis beberapa data yang diperoleh agar bisa ditemukan kesesuaian antara 
                                                          
23Majelis Ulama Indonesia, Muqadimah, Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga Dan 
Pedoman Penetapan Fatwa  (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005)., Hal: 37-39.  
 
 
beberapa data yang diperoleh dengan fakta yang sebenarnya terjadi.Selain fokus 
kepada inti pembahasan berupa kontribusi yang telah diberkan oleh MUI Kota 
Bandung, kita juga harus memperhatikan konsep perkembangan sebuah institusi, 
karena dari perkembangannya dari awal hingga kini ternyata telah mengantarkan 
MUI Kota Bandung kepada program besar pemerintah dyang dinamakan Bandung 
Agamis. Dalam studi perkembangan konsep yang dipakai adalahkonsep 
perkembangan yang dikemukakan oleh Helius Syamsudin dalam Pengantar Ilmu 
Sejarah bahwa perkembangan merupakan sebuah kajian sejarah sebagai sebuah 
peristiwa (event), namun masuk kedalam kategori peristiwa yang continuity and 
change (perubahan yang berkelanjutan).Jadi yang dikaji disini bagaimana sebuah 
institusi ini berkembang baik dalam hal struktur organiasi, program, dan realisasi 
programnya di masayarakat dari periode ke periode.Maka jika digambarkan dalam 
sebuah grafik tentu bisa ditemukan naik turunnya perkembangan sebuah institusi, 
sebab dalam perkembangan pasti terjadi sebuah perubahan.Studi perkembangan 
juga dikaji dengan menggunakan teori evolusi yang memperlihatkan bagaimana 
sebuah institusi itu bisa berkembang dari struktur atau program yang sederhana, 
menjadi struktur atau program yang lebih komplek. Proses perkembangan ini terus-
menerus berubah dari period ke periode, perubahannya itu bisa berbentuk sebuah 
inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh MUI seperti berbagai kegiatan dalam 
program Bandung Agamisatau sebuah kemunduran dalam aspek tertentu.24 
                                                          




Sebagai organisasi yang menjadikan ulama sebagai pelaku utama dalam 
menjalankan program kerjanya, maka kita juga perlu memahami terlebih dahulu 
definisi dari sosok ulama sendri. Kata ulama berasal dari bahasa arab, ulama 
merupakan kata jamak (Isim Jama’) dari kata ‘Alim yang artinya orang yang 
mengetahui. Dari kata ‘Alim tersebut kemudian muncul kata ‘Alamah yang berarti 
orang yang benar-benar mengetahui dengan mendalam mengenai hakikat 
sesuatu.Pendefinisian ini dikuatkan oleh Jamal Mohd Lokman sebagai seorang ahli 
Linguistik menjelaskan, kata ulama itu didefinisikan secara bahasa sebagai orang 
yang mengerti mengenaihakikat sesuatu dengan penuh keyakinan.25Pengertian 
ulama kemudian diartikan secara istilah sebagai sosok yang memahami konsep 
agama secara keseluruhan dan mendalam serta menzahirkanya dalam bentuk 
praktikal dan amalan hidup seharian.Sosok ulama itu dikenali dengan ilmunya dan 
keteguhan pendiriannya.Ciri yang ada dalam sosok ulama itu dapat dilihat dari 
jihadnya, dakwahnya, pengorbanannya dari segi waktu, harta benda, nyawa dan 
kesungguhan mereka di jalan Allah. Ciri khas lain yang erat kaitannya dengan sosok 
ulama ini adalah kelebihanya dalam pengajiannya, fatwanya dan karyanya.26 
Dalam penelitian ini pengkajian peran ulama akan diaplikasikan dalam 
program pemerintah, dengan visi dan misi yang ditanggungnya yang meliputi 
                                                          
25Muhamad Ismail,Pengertian Dan Cici-Ciri Ulama, diambil dari situs http:// 
idrisahmadwordpress.com/2009/05/04/pengertian%E2%80%98ulama%E2%80%99-dan-ciri-ciri-
ulama%E2%80%99/ diunduh pada 27 Mei 2013 pukul 09: 32 WIB. 
26Bayu Setiawan,Definisi Ulama, Pengertian Ulama, Siapakah orang yang pantas 
disebut Ulama diambil dari situs http://biografi-Islami.blogspot.com/2012/03/pengertian-
ulama.html diunduh pada 27 Mei 2013 pukul 09: 42 WIB. 
 
 
pewaris para nabi, penegak Amar Makruf  Nahyi Munkar,27 seorang Mufti,28 mitra 
umat dan pemerintah, pemersatu umat dalam Ukhwah Islamiyah29 dan menyeru 
dakwah syariat Islam.untuk lebih jelas gambaran kerangka penelitian ini akan 

















                                                          
27Menurut kamus Almunawir arti secara bahasa istilah ini adalah memerintah kepada 
kebaikan dan mencegah kepada keburukan. 
28 Menurut kamus Almunawir kata mufti beasal dari kata farwa, dimana fatwa dalah 
isimnya sedangkan mufti adalah fail atau pelakunya yang berarti orang yang membuat fatwa.  




















Peranan MUI Kota Bandung Dalam 
Mewujudkan Program Bandung 
Agamis Tahun 2008 
 
 
Dari kerangka pemikiran yang ada dalam tahapan interpretasi ini, kita dapat 
menemukan gambaran besar arah konsep pemikiran penelitian ini. Dari kerangka 
tersebut nampak bahwa MUI sebagai lembaga agama tentu memiliki visi dan misi 
yang jelas yang mengacu kepada 6 fungsi utama MUI sebagai mitra pemerintah 
dalam kontek ini adalah dengan Pemerintah Kota Bandung, penjaga ukhwah 
Islamiyah, sebagai pembuat Problem Solving30 atas permasalahan yang muncul, 
penyampai dakwah, dan penegak Amar Makruf Nahyi Munkar. Dimana ke enam 
fungsi tersebut nampak pada realisasinya sebagai mitra pemerintah dan 
mempengaruhi orientasi dan cara mengatasi dinamika social dan keagamaan Kota 
Bandung, termasuk kemudian akan mempengaruhi program Bandung Agamis. 
   Kajiannya sebagai lembaga keagamaan dijelaskan pada Bab pertama, 
termasuk ulasan ringkas visi dan misinya dijelaskan pada sub Bab interpretasi. 
Untuk mengetahui secara mendalam terkait pengimplementasian fungsi MUI di 
Kota Bandung, kita tentu harus mengetahui latar belakang sejarah berdirinya MUI 
Kota Bandung, sekaligus keadaan sosial dan keagamaan yang berlangsung pada 
saat berdirinya, oleh karena itu latar belakang sejarah itu akan diuraikan dalam bab 
dua. Penjelasan perihal misi visi dan enam fungsi utama MUI diorientasikan untuk 
menghadapi dinamika social keagamaan Kota Bandung dijabarkan dalam bab tiga. 
Sedangkan eksistensinya di tengah-tengah mayarakat Kota Bandungkemudian akan 
mempengaruhi pelaksanaan Bandung Agamis yang diusung oleh pemerintahan 
Kota Bandung. Hingga akhirnya pada bab empat peran MUI dalam mewujudkan 
program Bandung Agamis tersebut dijelaskan.Dari program yang dibuat itu tentu 
                                                          
30Diartikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan. 
 
 
akan mempengaruhi perkembangan dan dinamika yang ada di MUI Kota Bandung, 
sekaligus mempengaruhi perkembangan agama Islam dan tanggung jawabnya 
terhadap permasalahan yang banyak muncul di Kota Bandung, yang akhirnya 
terumus dalam satu judul besar Peran MUI Kota Bandung Dalam Mewujudkan 
Program Bandung Agamis Pada Tahun 2008.Jadi untuk membuat sebuah 
rekontruksi perkembangan dari MUI Kota Bandung maka perlu dilakukan 
penelitian yang lebih mendalam. 
 
4. Historiografi 
Tahapan terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi yang 
merupakan proses penulisan mengenai objek sejarah berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan saat ini. Proses ini mereduksi seluruh proses dari mulai heuristik, 
kritik hingga interpretasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.  
Adapun bentuk dari penulisan tersebut terdiri dari lima bab, diantaranya: 
Bab I merupakan Bab pendahuluan yang didalamnya mencangkup 
pembahasan: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 
langkah-langkah penelitian. 
Bab II merupakan Bab yang membahas tentang bagaimana kondisi sosial 
masyarakat Kota Bandung pada tahun 1970, untuk kemudian menjelaskan 
bagaimana latar belakang historis berdirinya MUI Kota Bandung. 
Bab III merupakan bagian dari pokok pembahasan yang menjelaskan 
bagaimana perkembangan institusi MUI dari sejak berdirinya MUI Kota Bandung 
 
 
tahun 1970, dengan melihat program kerjanya dan kepengurusan MUI Kota 
Bandung setiap periode hingga tahun 2011. 
Bab IV merupakan pokok dalam penelitian ini yang menjelaskan bagaimana 
peranan MUI Kota Bandung dalam mewujudkan program kerja pemerintah 
Bandung Agamis pada tahun 2008. 
Bab V merupakan kesimpulan dari pembahasan mengenai objek penelitian 
tentang perkembangan MUI Kota Bandung dari tahun 1970 sampai 2011. 
 
